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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Kasus Pelanggaran HAM Berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di 

Kamboja masih menimbulkan persoalan, yaitu masih adanya dampak berkelanjutan 

akibat terjadinya kedua pelanggaran HAM berat tersebut. Upaya untuk 

menyelesaikan dampak dari pelanggaran HAM berat tersebut ditelaah melalui teori-

teori tentang rekonsiliasi dalam kerangka keadilan transisional. Kerangka keadilan 

transisional menjadi relevan untuk diteliti mengingat kedua negara sama-sama 

menerapkan konsep keadilan transisional untuk menyelesaikan pelanggaran HAM 

berat yang pernah terjadi. Mengingat keadilan transisional dalam penelitian ini 

dipandang sebagai sesuatu yang interdisipliner, maka penelitian ini tidak hanya 

mencoba mengidentifikasi faktor-faktor hukum, melainkan juga faktor-faktor non-

hukum. 

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian, dapat disimpulkan terdapat 

faktor-faktor non legal yang menyebabkan proses rekonsiliasi pada kasus 

pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja belum 

selesai. Pertama, keadilan transisional sebagai suatu pendekatan komprehensif untuk 

menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada rezim sebelumnya belum 

tentu pelaksanaannya berhasil. Implementasi keadilan transisional di Indonesia dan 

Kamboja bergantung kepada political will dari negara tersebut. Hal ini terlihat pada 

pemerintah Indonesia dan Kamboja yang bersikap resisten terhadap upaya-upaya 

rekonsiliasi yang dilakukan merupakan penghambat terjadinya rekonsiliasi. Hal ini 

juga terbukti dari bagaimana negara Indonesia dan Kamboja sama-sama memiliki 

landasan hukum berupa landasan konstitusional yang kemudian dibentuk peraturan 

mengenai mekanisme keadilan transisional. Meskipun demikian, negara Indonesia 

gagal melaksanakan mekanisme keadilan transisional tersebut. Pada sisi lain, ECCC 

yang merupakan entitas tersendiri berhasil melaksanakan pengadilan pidana 

terhadap 2 (dua) petinggi rezim Khmer Rouge menunjukkan keterlibatan langsung 

PBB memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap ditegakkannya rule of law. 
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Kedua, terbentuknya memori kolektif dan pencarian kebenaran merupakan 

prasyarat terjadinya rekonsiliasi. Artinya, tanpa pencarian kebenaran dan 

terbentuknya memori kolektif, tidak mungkin terjadi rekonsiliasi. Perbedaan tampak 

pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-

1979 di Kamboja. Warga Kamboja sepakat bahwa apa yang terjadi selama masa 

pemerintahan Khmer Rouge merupakan suatu kejahatan yang tergolong pelanggaran 

HAM berat. Faktor PRT dan museum genosida Tuol Sleng juga merupakan faktor 

signifikan terbentuknya suatu memori kolektif. Sementara itu, memori kolektif 

belum terbentuk di Indonesia. Stigmatisasi berkelanjutan terhadap korban, keluarga 

korban, dan kerabat korban membuat korban mengalami viktimisasi. Hal ini 

disebabkan kebenaran versi negara mengenai peristiwa G30S masih terus 

digaungkan dan negara masih resisten terhadap versi lain dari G30S.  

Ketiga, rekonsiliasi yang diinisiasi oleh NGO dan aktor agama merupakan 

respon terhadap ketidakmampuan dan/atau ketidakmauan pemerintah Indonesia dan 

Kamboja untuk menginisiasi rekonsiliasi. Memang benar rekonsiliasi yang diinisiasi 

oleh masyarakat sipil dan aktor agama jangkauannya terbatas, tetapi bukan berarti 

usaha tersebut tidak berperan dalam proses rekonsiliasi. Permasalahannya adalah 

pemerintah Indonesia dan Kamboja tidak menunjukkan komitmennya untuk 

mendukung rekonsiliasi yang diinisiasi oleh NGO dan aktor agama. 

Keempat, dinamika antara aktor yang terlibat dalam proses rekonsiliasi 

merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam melakukan penelitian tentang 

penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa negara berpengaruh besar dalam terjadi atau tidak terjadinya rekonsiliasi. 

Pada kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966, aktor agama mayoritas di Indonesia 

yang masih belum seragam dalam mengupayakan rekonsiliasi menjadi faktor 

penghambat terjadinya rekonsiliasi di akar rumput. Pada Kamboja, ECCC sebagai 

aktor unik karena perannya bukan sebagai entitas negara, tetapi memiliki otoritas 

untuk mengadili dan memberikan reparasi merupakan faktor pendukung rekonsiliasi 

di Kamboja. 

 Berdasarkan keempat poin di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

telah berhasil dijawab. Bahwa memori kolektif dan pencarian kebenaran, dinamika 
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aktor dalam rekonsiliasi, rekonsiliasi dalam tataran grass roots, serta aspek normatif 

dalam keadilan transisional memiliki hambatan-hambatan tersendiri. Faktor yang 

selalu berpengaruh dalam keempat hal tersebut adalah faktor dinamika aktor politik, 

termasuk aktor negara. Faktor politik berarti bagaimana dinamika rekonsiliasi perlu 

dilihat bukan hanya dari perspektif hukum, melainkan juga perspektif politik. 

Penemuan penting dari penelitian ini adalah apabila pelaku pelanggar HAM berat 

rezim terdahulu masih memperoleh kekuasaan di rezim setelahnya, maka rezim 

setelahnya memiliki kecenderungan untuk menghambat jalannya keadilan 

transisional. Hal ini juga sekaligus membuka perdebatan mengenai apakah dalam 

melakukan penelitian tentang rekonsiliasi, hukum dapat dipandang sebagai sesuatu 

yang bebas nilai. Pada sisi lain, penelitian ini berhasil menjelaskan bahwa political 

will dari negara untuk menjalankan keadilan transisional merupakan alasan utama 

mengapa rekonsiliasi di Indonesia dan Kamboja untuk kasus pelanggaran HAM 

berat 1965-1966 dan 1975-1979 belum selesai. 
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